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Salinan P U T U S A N

Nomor 7523/Pdt.G/2021/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cibinong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon,  tempat/tangal lahir Demak/05 Maret 1966,  umur 55 tahun, agama

Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

kediaman di Kabupaten Bogor,  sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tangal lahir Sragen/11 Maret 1971,  umur 50 tahun, agama

Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Ibu  Rumahtangga,  tempat

kediaman terakhir di Kabupaten Bogor, saat  ini  tidak  di

ketahui  keberadaannya  yang  pasti  di  seluruh  wilayah

Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon dan  memeriksa  alat-alat  bukti

Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  20 Desember

2021 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cibinong  dalam

register perkara Nomor  7523/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 20 Desember 2021,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon tanggal 12 Juni 1988

dicatat di KUA Kabupaten Sragen, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : Akta

Nikah, duplikat  tanggal  26 Nopember 2020. 
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2. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai  2

orang anak : Anak, Sragen  11 Juli 1989. Dan Anak, Jakarta 07 Mei 1997. 

3. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  membina  rumah  tangga  terakhir

bertempat di Kabupaten Bogor. 

4. Bahwa  wal  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  sejak  Juli

2014 mulai terjadi perselisihan  dan pecekcokan yang disebabkan antara

lain : 

 Termohon tidak menghormati terhadap pemohon. 

 Termohon kurang percaya terhadap pemohon. 

 Termohon dan Pemohon komunikasi kurang baik dan sering beda

pendapat 

 Termohon kata katanya kasar terhadap pemohon 

 Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  ada  kecocokan  dalam

kehidupan rumah tangga. 

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  percekcokan  antara  Pemohon  dan

Termohon  terjadi  pada  tahun  2016  dan  pada  akhirnya  Termohon

meninggalkan rumah hingga sekarang kurang lebih 6 tahun. 

6. Bahwa  pada  awalnya  Pemohon  mencoba  untuk  bersabar  dan

memahami  kondisi  yang  terjadi  bahkan  keluarga  pun  dilibatkan  untuk

membantu  permasalahan  yang  dihadapi,  namun  usaha  tersebut  tidak

berhasil;  

7. Bahwa oleh  karena sering  terjadi  perselisihan dan percekcokan serta

tidak adanya komunikasi  yang baik  antara Pemohon dan termohon dan

tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga  tujuan 

rumah  tangga  yaitu  untuk  mewujudkan  sebuah  keluarga  yang  sakinah

mawaddah  warrohmah  tidak  tercapai,  maka  cukup  alasan  untuk

diajukannya   permohonan   perceraian ini  berdasarkan pasal  19 huruf  (f)

PP. No. 1 Tahun 1975;    

Berdasarkan hal-hal  tersebut  diatas,  Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan  putusan 

sebagai berikut : 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
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2. Menetapkan  memberi  izin  kepada  Pemohon  (  Pemohon  )  untuk

menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.   

   Atau  apabila  Pengadilan  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak

pernah hadir di persidangan; 

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan  Termohon, akan tetapi

tidak berhasil. 

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut di mana Pemohon

tetap pada permohonannya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

menyerahkan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari  Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Kabupaten  Sragen,  Nomor  Akta  Nikah  tanggal  26

November 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

diberi tanda P1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX, dikeluarkan oleh

Kepala  Desa  Waru  Kecamatan  Parung  Kabupaten  Bogor  tanggal  9

Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

diberi tanda P2;
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Bahwa  Pemohon  juga  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi  ke

persidangan,  masing-masing  di  bawah  sumpahnya  telah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan:

 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak rukun lagi, bahkan sudah pisah lebih dari 6 tahun karena Termohon

yang meninggalkan Pemohon;

 Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar,

saksi pernah melihat sendiri;

 Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak

berhasil;

 Bahwa  menurut  saksi  Pemohon  dan  Termohon  tidak  mungkin

dirukunlan lagi;

2. Saksi II, menerangkan : 

 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak rukun lagi, bahkan sudah pisah lebih dari 6 tahun karena Termohon

yang meninggalkan Pemohon;

 Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar,

saksi pernah melihat sendiri;

 Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak

berhasil;

 Bahwa  menurut  saksi  Pemohon  dan  Termohon  tidak  mungkin

dirukunlan lagi;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulannya,  tetap  pada

permohonannya  serta  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk  segera

menjatuhkan putusannya;
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Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  putusan ini  segala  sesuatu  yang

terjadi  dalam  persidangan  sebagaimana  yang  termuat  dalam  berita  acara

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  yang  diajukan  Pemohon  pada  pokoknya

adalah  permohonan  perceraian,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  huruf  a

berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita permohonan, Pemohon

mendalilkan sebagai  istri  dari  Termohon  oleh karena itu  Pemohon memiliki

hubungan  hukum  dengan  Termohon   selaku  suami  istri,  dengan  demikian

Pemohon memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon  tidak hadir di persidangan tanpa

alasan  yang  sah,  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai kuasanya maka kepada Termohon  harus dinyatakan tidak hadir dan

permohonan dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang,  bahwa  perkara  cerai  gugat  adalah  termasuk  sengketa

perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi,  namun oleh karena Termohon

tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan  maka  Majelis  Hakim  merasa  cukup

beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal

ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil  pokok  permohonan  Pemohon

adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2014 sudah

tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon

tidak menghormati dan tidak percaya kepada Pemohon, komunikasi tidak baik,

Termohon sering kasar, dan sejak tahun 2016 Termohon telah meninggalkan
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Pemohon sampai sekarang, oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup

rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon

telah  mengajukan  alat  bukti  tertulis  dan  alat  bukti  saksi  yang  penilaiannya

sebagai berikut :

Menimbang,  bahwa  surat  bukti  P1  dan  P2  yang  diajukan  Pemohon

berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh karenanya dapat

diterima sebagai alat bukti  sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon

terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat

perkawinan sejak tanggal 12 Juni 1988;

Menimbang, bahwa bukti P2 secara materil menerangkan bahwa isteri

Termohon yang bernama Surani sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon  adalah bukan orang

dibawah  umur  dan  bukan  orang  yang  sedang  terganggu  ingatannya  dan

keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145

ayat (1) point  4 dan 5  HIR dan Pasal  147 HIR, Majelis Hakim berpendapat

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

        Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian

antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon

terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal  Pemohon dan Termohon ,

dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi

ketentuan materil  pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172

HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  telah  diajukan  oleh

Pemohon maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak rukun lagi sejak tahun 2014;

 Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016

sampai sekarang;
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 Bahwa  sampai  sekarang  Termohon  sudah  tidak  diketahui  lagi

keberadaannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan adanya fakta hukum telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap

Pemohon di  persidangan yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka

Majelis  berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon   dan  Termohon  telah

pecah  (broken  mariage)   dan  sudah  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun

kembali  dan  tujuan  perkawinan  sebagaimana  dikehendaki  dalam  Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an  Surat

Ar-Ruum:  21  sudah  tidak  terwujud  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang

tidak berdiam serumah lagi,  dan tidak  ada harapan untuk  hidup rukun lagi,

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon

telah  terbukti  dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  70  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

(KHI) ;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas

dihubungkan  dengan  petitum  permohonan  Pemohon  pada  angka  2  agar
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pengadilan agama menjatuhkan  talak satu bain sughra Termohon terhadap

Pemohon, maka sebagaimana diatur oleh Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hukum Islam, petitum Pemohon  tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa  kepada Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali

dan  telah  dinyatakan  tidak  pernah  hadir  di  dalam  sidang,  sedangkan

permohonan Pemohon telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 125

dan 126 HIR permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek ;

 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan  yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan

perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada Pemohon (Pemohon)  untuk  menjatuhkan

talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan

Agama Cibinong;

4. Menghukum Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp 440.000- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Cibinong pada hari  Jum’at,  tanggal 22 April  2022 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  20  Ramadhan  1443  Hijriah  oleh  Nanang  Moh.  Rofi'i

Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis,  Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Dra.

Tuti  Gantini masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
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Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurniasari,

S.E.,S.Sy.  sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs. H. Amiruddin, M.H. Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,-
-  Biaya Proses : Rp 50.000,-
-  Panggilan : Rp 320.000,-
-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
-  Redaksi : Rp 10.000,-
-  Meterai : Rp               10.000,-  
J u m l a h : Rp 440.000,-
(empat ratus empat puluh ribu rupiah);
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